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Abstrak 

Topik ini perlu diteliti dikarenakan tindakan hukum dan upaya hukum apa yang 

dapat dilakukan oleh pihak kreditor yaitu Bank BTN Cabang Kota Tegal. Hal ini 

dikarenakan adanya wanprestasi dari nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran 

hutang. Dalam melakukan perjanjian hutang piutang, obyek yang dijaminkan adalah 

sebuah Hak Atas Tanah dengan status Hak Guna Bangunan, tetapi jangka waktu dari Hak 

Guna Bangunan tersebut berakhir disaat sedang dijaminkan atau tenor kredit belum 

selesai. Berakhirnya Hak Guna Bangunan ini menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan 

hal ini berarti pihak Bank BTN  Cabang Tegal tidak memiliki jaminan atas pinjaman 

yang diberikan dan posisi dari Bank BTN  Cabang Kota Tegal bukan lagi menjadi 

kreditur preferen, melainkan menjadi kreditur kokruen. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan dan dengan cara meneliti bahan keputakaan dan data 

sekunder dengan cara melakukan Audit Hukum. 

Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan jawaban berupa: 

1. Bank BTN Kota Tegal sebagai kreditur tidak memiliki wewenang atau hak atas 

perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan yang sedang dijaminkan; 

2. Wewenang berupa perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan berada di 

tangan Bapak Nazar Nurdin, hapusnya Hak Tanggungan ini berakibat kreditur bukan 

menjadi yang preferen, melainkan menjadi kreditur kokruen, dan Bank tidak dapat 

melakukan eksekusi terhadap tanah yang dijaminkan karena hak atas tanah tersebut 

kembali ke tangan negara 

3. Kreditur dapat menggugat pihak debitur dengan dasar wanprestasi jika debitur tidak 

kooperatif dengan kreditur, dan upaya hukum ini dapat dilakukan kepada pihak 

internal Bank karena memberikan kredit yang lebih panjang dari jangka waktu Hak 

Guna Bangunan. 

Berdasarkan jawaban tersebut, penulis merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Pihak Kreditur diharapkan lebih mencermati prinsip kehati hatian, kreditur dapat 

melakukan tindakan antisipasi dengan melakukan perubahan hak menjadi Hak Milik, 

dan melakukan perpanjangan hak bersaam saat pengikatan kredit 

2. Diperlukannya sebuah peraturan yang dapat mengatur kasus ini mengingat tidak 

ditemukannya peraturan yang dapat menjadi payung hukumnya. Serta dibutuhkannya 

sebuah persetujuan dari Pusat Bank BTN dalam pemberian fasilitas kredit maupun 

perpanjangnnya pada nominal yang tingi agar dapat menjamin baiknya penilaian 

kepada kesanggupan debitur 
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1.3. Latar Belakang 

Untuk mencapai kesejahteraan, manusia ingin melakukan kegiatan 

dengan membuat suatu usaha tertentu. Pada awalnya, untuk membuat 

suatu usaha diperlukan sebuah modal, sebagain besar pelaku usaha di 

Indonesia mendapatkan modal tersebut dilakukan melalui pinjaman 

melalui bank. Salah satu bank yang menyediakan pinjaman tersebut adalah 

Bank BTN.  

Bank BTN merupakan sebuah lembaga perbankan yang memiliki 

banyak kegiatan usaha. Seperti Kredit Pemilikan Rumah, Consumer Loan, 

Consumer Funding. Dalam menjalankan usahanya, Bank BTN ini 

meminjamkan uang kepada nasabahnya dengan kredit dengan suku bunga 

yang mengikuti dari tenor waktu dan jumlah kredit yang dipinjamkan. 

Consumer Loan contohnya, Bank BTN Memberikan layanan untuk 

pembiayaan konsumer dan personal loan  yang dipergunakan untuk 

keperluan konsumtif serta untuk pengembangan bisnis consumer loan dari 

value chain. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha Bank BTN, Bank 

BTN mulai membuka cabang di Kota Tegal pada tahun 

Dalam mengajukan sebuah pinjaman, diperlukannya sebuah 

jaminan, hal ini digunakan agar bank dapat merasakan rasa aman mana 

kala debitur mengalami cidera janji. Jaminan yang dapat diterima dapat 

berupa apa saja yang tentunya memiliki nilai yang setara atau lebih besar 

dari pinjaman yang diajukan. Salah satu jaminan yang dapat dijaminkan 

kepada bank adalah hak atas tanah, hak atas tanah dapat bermacam 

macam, dan salah satu dari hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna 

Bangunan. Hak Guna Bangunan ini dapat dijaminkan dengan melihat nilai 

ekonomis dan status dari Hak Guna Bangunan tersebut. 

Dikarenakan yang dijaminkan adalah Hak Atas Tanah, maka dalam 

hukum formil di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hal tersebut, yaitu dengan dibebankan dengan Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan ini dianggap sebagai metode jaminan yang efektif dan 

amann oleh bank. Salah satu manfaat lembaga Hak Tanggungan yaitu 

adalah eksekusi jaminan, eksekusi jaminan merupakan metode paling 
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cepat untuk melunasi hutang agar dana yang telah dipinjamkan dapat 

kembali ke tangan kreditor. 

Hak Guna Bangunan dapat dijadikan sebagai jaminan dengan 

menggunakan dibebankan Hak Tanggungan. Hak Guna Bangunan ini 

memilik jangka waktu, jika terdapat calon debitur yang ingin menjaminkan 

Hak Guna Bangunannya, pihak bank harus cermat dalam memperhatikan 

sisa waktu yang ada pada Hak Guna Bangunan tersebut.  

Pada praktek perkreditan dalam perbankan, dapat terjadi saat jangka 

waktu dari Hak Guna Bangunan berakhir terlebih dahulu, tetapi tenor 

kredit dari pembayaran hutang belumlah usai dan sang debitur wanprestasi 

atas janjinya. Atau adanya pembayaran debitur yang macet dan berlarut-

larut sehingga pada saat masih dalam tempo pembayaran, jangka waktu 

dari Hak Guna Bangunan berakhir tanpa adanya pemberitahuan dan kedua 

belah pihak tidak mengetahui. Kejadian seperti ini tentunya menyebabkan 

kerugian pada pihak kreditor. 

Bank menjadi tidak memiliki jaminan atas hutang yang diberikan 

kepada nasabah. Karena bank menjadi tidak bisa mengeksekusi tanah yang 

telah dijaminkan, karena tanah tersebut menjadi kembali ke tangan negara. 

Hal ini dapat terjadi karena tanah yang dijaminkan oleh debitur yaitu 

adalah Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah habis sedangkan 

tenor kredit masih berjalan dan debitur gagal untuk mengembalikan dana 

maupun bunga kepada bank.  Hak Guna Bangunan tersebut berakhir tanpa 

diketahui oleh para pihak. Berakhirnya jangka waktu HGB yang sedang 

dijaminkan sangat merugikan kreditor atau pihak bank, dikarenakan 

kreditor tidak lagi memegang Hak Tanggungan. Maka dari itu reditor 

pemegang Hak Tanggungan perlu mendapat perlindungan hukum.  

Kasus seperti ini pernah terjadi pada Bank BTN Cabang Kota Tegal 

pada tahun 2015 dengan nasabah yang bernama Nazar Nurdin yang 

mengajukan kredit sebesar 2.2 Miliar Rupiah. Bapak Nazar Nurdin 

mengajukan kredit tersebut dengan menjaminkan sebuah Hak Atas Tanah 

dengan status Hak Guna Bangunan yang ditaksir oleh Bank BTN Cabang 

Tegal dengan nilai 4.3 Miliar Rupiah. Hak Guna Bangunan tersebut dapat 
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dibuktikan dengan sertipikat nomor 32.02.07.04.05633 yang beratas nama 

Bapak Nazar Nurdin sendiri.  

Perjanjian hutang-piutang antara Bapak Nazar Nurdin dan Bank 

BTN Cabang Tegal berjalan mulus sejak Bulan Oktober 2015 hingga 

BulanMaret 2020. Hingga akhirnya Bapak Nazar Nurdin mengalami macet 

pembayaran kredit pada pertengahan tahun 2020. Tidak ada kemampuan 

untuk membayar kreditnya tepat waktu, maka Bank menawarkan untuk 

memperpanjang waktu pembayaran selama 7 bulan, hal ini dilakukan 

karena mengingat sisa pembayaran yang tinggal sedikit. Tetapi disaat 

berjalannya perpajangan waktu pembayaran, tanpa diketahui kedua belah 

pihak, jangka waktu dari Hak Guna Bangunan tersebut berakhir yang 

membuat hapusnya jaminan dan Bank BTN Cabang Tegal tidak memiliki 

jaminan atas hutang yang diberikan kepada Bapak Nazar Nurdin 

Sampai saat tulisan ini dibuat, Hak Atas Tanah dengan ruko yang 

dibangun diatasnya dengan status Hak Guna Bangunan yang merupakan 

atas nama dari Nazar Nurdin belum juga diperbaharui. Pihak Bank BTN  

Cabang Kota Tegal yang pada Bulan Oktober 2015 menjadi pemegang dan 

penerima Hak Tanggungan, yang akhirnya pada 17 November 2020 Hak 

Tanggungan tersebut hapus bersama dengan Berakhirnya Hak Guna 

Bangunan.  Ini berarti pihak bank tidak memiliki jaminan sebagai angunan 

dari hutang dari Bapak Nazar Nurdin. 

Pihak debitur ini tidak bersedia untuk melakukan pembaharuan Hak 

Tanggungan dikarenakan debitur keberatan untuk melakukan 

penandatangan terhadap APHT serta keberatan dalam pembebanan Hak 

Tanggungan yang baru dikarenakan memerlukan biaya lagi. Hal ini 

dikarenakan obyek yang ingin dijaminkan adalah sesuatu yang sama, yaitu 

hak atas tanah yang sama, untuk menjaminkan objek yang sama  

diperlukannya pembebanan Hak Tanggungan yang baru atau dilakukannya 

sebuah pembebanan ulang walaupun pada hak atas tanah yang sama, hal 

ini dikarenakan adanya sertipikat Hak Guna Bangunan yang baru. 

Pihak bank dapat saja mengajukan gugatan kepada debitur untuk 

memintakan jaminan lain, yaitu berupa Jaminan umum seperti yang ada 
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dalam KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa seorang kreditor dapat 

diberikan jaminan berupa harta beda milik debitor tanpa secara khusus 

diperjanjikan, dalam konteks ini kreditor hanyalah seorang kreditor 

konkruen terhadap seluruh kekayaan debitor. 

Hal ini berarti harta kekayaan yang dimiliki oleh Nazar Nurdin baik 

saat ini maupun yang akan datang dapat dijadikan sebagai alat pelunas 

hutang, walaupun dalam perjanjian tidak dicantumkan bahwa harta 

kekayaan lain dapat digunakan sebagai alat pelunas hutang. Tetapi hal ini 

tetap merugikan pihak bank, karena tidak memiliki jaminan yang dapat 

dieksekusi, dan jika ingin mengkesekusi harus melewati proses peradilan 

untuk meminta jaminan umum yang dimiliki oleh Nazar Nurdin. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dan dituangkan ke dalam Legal Memorandum 

untuk dapat melihat upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Bank 

BTN  cabang Kota Tegal mengenai kehilangan jaminan yang diangunkan 

karena waktu Hak Guna Bangunan telah berakhir yag mengakibatkan 

Hapusnya Hak Tanggungan sedangkan Tenor Kredit masih berjalan. 
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